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BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

Menimbang

Mengingat

NOMOR (2 TAHUN 2019
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI PADANG LAWAS,

bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu suin

Pendapatan Asli Daerah yang penting

membiayai pelaksanaan pemerintah daerah

bertuyjuan = untuk kesejahteraan masyarak:i
daerah:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 toiil

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Daerah telah diatur dengan Peraturan Do«
Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun .

tentang Pajak Daerabh;

bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimial:s
pada huruf b diatas telah mengalami pertumbui
ekonomi dan penghapusan objek, seliin
dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif paj:k
mla
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagat

menetapkan Peraturan Daerah tentang
Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ncoar

Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcn

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rej..: /|

Indonesia Tahun 2004 Nomor S Tam!
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tc:i.
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung e
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rejpuiil
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tam!

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tci:

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah i

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NN«
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tci
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di P
Sumatera Utara (Lembaran Negara Rc;
Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.

1.3),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoi:
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcniing

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemibyiran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomd: = ),
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind “la
Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tc..' g
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 " . iin
2006 tentang Administrasi Kependudiiiiian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 3
Nomor 232);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reiinlik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam::. n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1,

sebagaimana telah diubah beberapa kali tc::. lir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua . ias
Undang-Undang Republik Indonesia Nom: 8
Tahun 2014 tentang Pemerintahan [ «h
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunr .- ! 5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rc¢: ik
Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun . )05
tentang Dana Perimbangan (Lembaran . ra
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonosia
Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun .1).6
tentang Perangkat Daerah (Lembaran " .ra
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemb:ran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 6322); ~

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Taihun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuargan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neaceri

. Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan k- lua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom:» 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengc oin
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Inc:. tia
Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas lMNomor
07 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengci . v
Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas " ror
05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tate | '1ja
Perangkat -Daerah Kabupaten Padang [ :vas
(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas " :un

2016 Nomor 05).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
dan
BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAL. G
LAWAS TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawa:
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD :. i .i:.h
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Dbl ing
perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang::
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Padang Lawas.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi «ijib

o

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan ‘ng
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan ik
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan ok

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merup:icn

kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi per«. o n
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan ! la
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ¢« « n
nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperas n
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi M sa3,

Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bt
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk i:::l
tetap. :

9. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hoi !

10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristiraliiian

k
a

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, vang
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwis:ta,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumal: 0s

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh).

11. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan dan jasa yang disedial.an
oleh restoran.

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman
dengan dipungut bayaran yang mencakup juga Rumah Malin,
Kafetaria, Kantin, Warung, Bar dan sejenisnya termasuk |:ca
boga/catering. .

13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dibentuk «an
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalln,




17.
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25.

26.

27.
28.

29.

30.
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32.

33.

34.

menganjurkan, mempromosikan atau untuk perhatian tuium
terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, c !:.ca,
didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak keo'.tan
pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam Iin
batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan i uni

untuk dimanfaatkan.
Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam «lan

batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perund:. ng-
undangan di bidang mineral dan batubara.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir c\i ' iar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok i ha
maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan t:::»at
penitipan kenderaan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kenderaan yang @ ik

bersifat sementara.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ :cu
pemanfaatan air tanah.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau b:: n
dibawah permukaan tanah.
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengai.. 'n

dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, v::itu

collocalia fuchliap haga, colloclia maxina, collocalia asculantc. :=n
collocalia linchi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah .. :k
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dar: . ~u
dimanfaatkan oleh barang pribadi atau badan, kecuali kawasar: " .1.g
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanar in
pertambangan.

Bumi adalah permukiman bumi yang meliputi tanah, per¢n
pedalaman di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilet:lian

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.

Nilai jual objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah i:::.:¢a
rata-rata- yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi .. wa
wajar, dan bilamana tidak terjadi transksi jual beli, NJOP ditentul:an
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai
perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak i¢s

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan «:au

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas i:::ah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, tern:: .k
hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimai .. i
maksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangui .
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dike:: ! -in
pajak.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pemba\:n
pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak yang mempuny: -k
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraiiian

perundang-undangan perpajakan daerah.
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49.

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau j:. ta
waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama & (i g2
bulan kelender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak uniuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tciiun
kelender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku ::ng
tidak sama dengan tahun kelender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu s:at,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun i k
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perp:: . . n
daerah.

Pemungut adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghim; n
data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak ' 1.g
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib ek
pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Daerah, yang sela; @ 1a
disingkat SPPTD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digu......cn
untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, oijck
pajak dan / atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kew:jiian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpéj.i.an
daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selajutnya disingkat &1)2,

adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data
subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkoi.an
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daeral
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, a: :zh
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dciien
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke las
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat S 7D,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jui.:'ch
pokok pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disineat
SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan bes:iva
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ter::.rg

kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanju:i:iiva
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentii!an
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, =

g
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak = 1.g
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disi:. it
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah ook
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak ' itk
terutang dan atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selan = ..a
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menen:i::n
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak !.'»h
besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau seharusnya (i ick
terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, «:l:ich
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administiavif
berupa bunga dan/atau denda. dan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan g
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dari;.: zu




kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam pera:: «n
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam ..t
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKi'D),
SKPD Kurang Bayar, SKPD Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketctapan
Kurang Bayar Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, : it

Tagihan Pajak Daerah, Surat Pembetulan, atau Surat Kepu . :n
Keberatan.
BAB II
JENIS-JENIS PAJAK
Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas :

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan,;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Bawah Tanabh,;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

R PR M0 0.0 TP

Bagian Pertama
PAJAK HOTEL
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
| Pasal 3

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan ..rg
disediakan oleh Hotel/Penginapan dengan pembayaran, termasu:. j i«a
penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberilian
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, makanan
dan hiburan.

(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh !zl
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan
Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,
termasuk fasilitas olahraga, makanan dan hiburan.

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas
telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setcrika,
transpotasi dan sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotcl.

(4) Tidak termasuk objek pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada avat
(1) adalah :

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerinniah
atau Pemerintah Daerah;

b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keaganiii.n;

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jonipo,
panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselengga:: ' on

oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.




Pasal 4
(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakulken
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusah:«len

hotel.
(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan g
mengusahakan hotel.
Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel
Pasal 5
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau = g

seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 6
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 7
(1) Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung denga: La
mangalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengar: = sar

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut diwilayah Hotel berlok di
wilayah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Bagian Kedua
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 8

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan . g
disediakan oleh restoran, termasuk rumah makan, kafetaria, I« tin,
warung makan dan minuman/kopi, jasa boga dan katering.

(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan lch
restoran.

(3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksuc = ila
ayat (1) adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau mi: : nun
yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelay:iian
maupun di tempat lain. '

(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud :ula
ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang :!': ! ai
penjualannya dibawah Rp. 500.000,-/bulan (lima ratus ribu ruiah
per bulan).

Pasal 9

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan  i1g
membeli makanan atau minuman dari restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan \ang
mengusahakan restoran dan/atau pihak lain yang melakuikan
kegiatan yang memanfaatkan makanan dan minuman

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan cara Perhitungan Pajak
Pasal 10 ’
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran vang
diterima atau yang seharusnya diterima restoran.




Pasal 11
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 12
(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengai cara
mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dcnagan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Pemerini:.cn

Kabupaten Padang Lawas.

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 13
(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas @ sa

penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran.

(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan v.ing
dipungut bayaran.

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. tontonan film;
! b. pegelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana,

c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;

d. pameran;

e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;

f. sirkus, akrobat dan sulap;

g. pacuan kuda, kenderaan bermotor dan permainan ketangl:: 11;
dan

h. panti pijat, refleksi, mandi uap / spa, dan pusat kebugaran :: 1 :s
center).

(4) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelengy @ an

hiburan yang bersifat sosial dan non komersil.

Pasal 14

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan . ing
menikmati hiburan '

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan . g
menyelenggarakan Hiburan.

" Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan
Pasal 15
(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang dii:: ma
atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.
| (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksucd : «la
| ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma ' ng
diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 16
(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
(2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecar:':i 1n,
! diskotik, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan . ndi

! uap, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh pc - 1),




(3) Khusus hiburan karaoke keluarga tarif pajak hiburan ditet:pican
sebesar 15% (lima belas persen),

(4) Khusus hiburan kesenian rakyat/untuk pagelaran kesenian, 11 ik,
tari dan/atau busana berkelas local/tradisional sebesar 0% . nol
persen).

Pasal 17

(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dlhltung dengan «1-a
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 d:.xn
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1{ :yat
(1).

(2) Pajak . Hiburan yang terutang dipungut diwilayah . ot
penyelenggaraan hiburan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 18
(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas sciiua

penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Reklame papan/billboard/videtron/megatron dan sejenisny:: ;
b. Reklame kain, sunscreen, spanduk, vertical banner dan
sejenisnya,;

c. Reklame melekat/stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan,;
f.  Reklame branding, walpainting dan sejenisnya,
g. Reklame udara;
h. Reklame apung;
1, Reklame suara;
J.  Reklame film/slide; dan
k. Reklame peragaan.
(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, «::r:a
harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
b. Label/merk produk yang melekat pada barang . .g

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari procuk
sejenis lainnya,;

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang meleka' : (la
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan ~al
dengan ketentuan yang mengatur nama mengenai usah: u
profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemeri:::c h
Daerah;

Pasal 19

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan ' 1.g
menggunakan reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan - 1
menyelenggarakan reklame.
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(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung . ich
orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang ; ' :di
atau badan tersebut.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, ;.:.1k

ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2 A
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame
Pasal 20

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai VA
reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditet..; «n
berdasarkan nilai kontrak reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Rc¢!: 1ae
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dihitung  diian
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, si
penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumla!. in
ukuran media reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada a.: . (2)
tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reliliime
ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaii: na
dimaksud pada ayat (3).

(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksuc | .«la
ayat (3) adalah hasil penjumlahan dari Nilai Jual Objek 1" juk
Reklame dan Nilai Strategis Reklame.

(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaiman dimaksud @ «la

ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (Dua puluh lima perse:::

Pasal 22
(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengain «.-a
mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dcngan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 «ayat
6). _
(2) Pajak .Reklame yang - terutang dipungut ditempat rellime
diselenggarakan di Kabupaten Padang Lawas.

Bagian Kelima
Pajak Penerangan Jalan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
Pasal 23

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak :tas
penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupur: ' ing
diperoleh dari sumber lain.

(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga . rk
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari suiiiher
lain.

(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada a\:.' (1)
meliputi seluruh pembangkit listrik.

(4) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebaga = 1.a

dimaksud pada ayat (1) adalah:




a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah lan
pemerintah daerah;

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunalkan
oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan {imhbal
balik; dan

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dcnoan
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari ins@irsi
teknis terkait.

Pasal 24
Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau !:: lan
yang dapat menggunakan tenaga listrik.
Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau bada:: ing
menggunakan tenaga listrik.
Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib ' 1k

Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Pajak Penerangan Jalar
Pasal 25
Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual " 1
Listrik.
Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada a 1)
ditetapkan:

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dcnioan
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah t..
biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pem: @ in
kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual T 1za
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tu:: kat
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan : .. za
satuan listrik yang berlaku di daerah.

Pasal 26

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sci; hith

persen).

Penggunaan tenaga = listrik dari sumber lain oleh in @ 1,

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Pene:  in

Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif ! jak

Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu setengah pers

Pasal 27
Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan terutang dihitung doiisan
cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pas:! 26

dengan pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 : yat
(1). -

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah ten:pat
penggunaan tenaga listrik.

Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dialokasilkan
untuk penyediaan penerangan jalan melalui mekanisme anggiran
yang berlaku.




(1)

baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi

Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan wajib Pajak
Pasal 28
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dip
pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bui.an,

dimanfaatkan.
Objek Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah ke
pengambilan mineral bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

NEHEEELTONOLTD OB TRT ISR ™0 Q0 0p

ff.
gg.
hh.
ii.
3
kk.

a.

Asbes;

Batu tulis;

Batu setengah permata;
Batu kapur;

Batu apung;

Batu permata;
Bentonit;

Dolomite;

Feldspar;

Garam batu ( halite );
Gralfit;

Granit / andesit;

« Gips;

Kalsit;
Kaolin;
Leusit;
Maknesit;
Mika;
Marmer;
Nitrat;
Opsidien;
Oker;

Pasir dan kerikil;
Pasir kuarsa;
Perlit;
Phospat;

. Talle:

. Tanah serap (fullers earth);
. Tanah daitome;

. Tanah liat;

. Tawas (alum);

Tras;
Yarosif;
Zeloit;
Basal,;
Trakkit; dan

Mineral bukan logan dan batuan
ketentuan perundang-undangan.
Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan F
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batua:
Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara kom:
seperti kegiatan pengambilan tanah

lainnya sesuai

untuk keperluan

oo

ol

tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman

listrik /telepon, penanaman pipa air/gas;

1.
te

i Z)/lt

vntuk

1n
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b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuai. . 1g
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya. . 1g
tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 29

(1) Subjek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang i «=di
atau badan hukum yang dapat mengambil dan/atau memanf:::1an
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan orang pribacdi «tu
badan hukum yang mengambil dan/atau yang memanfi:.:an
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan cara Perhitungan Pajak
Pasal 30

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :ih
nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung <.
mengalihkan volume/tonase/kubikasi 151l
pengambilan/pemanfaatan dengan nilai pasar atau harga s {ar
masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga-i:: rza
yang berlaku dilokasi setempat di daerah.

(4) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan ;. ula
harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkea:: lch
Gubernur.

Pasal 31
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar .'&%
(dua puluh lima persen).

Pasal 32

(1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaii ma
dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan | jak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipunw:it di
wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logan: lin
Batuan.

Bagian Ketujuh
. Pajak Parkir
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 33

(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyeleng. .
tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan ber. . 'un
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu = ha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kenderaan bermotor.

(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir PAr
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok . . a
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk peny i wn
tempat penitipan kenderaan bermotor.

(3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada «a 1)

adalah:




a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerii:tah

daerah;

b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah yang !i..1va
digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsul 34

perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 34
(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan 19
melakukan parker kenderaan bermotor.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang priadi atau badan i1g
menyelenggarakan tempat parkir.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
Pasal 35
(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran ata: 'g
seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir.
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pac  at
(1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma . 18

diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 36
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 37
(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung denga:: ra
mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pa: 36
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimasud dalan: al
35.
(2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di daerah tempat o lar
berlokasi.

Bagian Kedelapan
Pajak Air Bawah Tanah
‘Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 38
(1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemania:tan
Air Tanah.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar ruinah
tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadaian.

Pasal 39
(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang c: rat
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan i1aig
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.




Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
Pasal 40
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tan:ii

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbanglien
sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

Jenis sumber air;

Lokasi sumber air;

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

Kualitas air; dan

Tingkat kerusakan lingkungan yang  diakibatkan le:h

pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pad:: = vat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman . la
nilai perolehan air tanah yang ditetapkan Gubernur.

mo o o

Pasal 41
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42
(1) Besaran pokok Air Tanah yang terutang dihitung dengai. ca
mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pa<:i: -1
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam i-.sal
40 ayat (1).
(2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah temp:: :ir
diambil.
Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 43
(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak : tas
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan . :u

pengusahaan sarang burung walet.
(3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada a . (1)

adalah pengambilan sarang burung walet yang dike:: n
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 44
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau - :n
yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan <. g
burung walet.
(2) Waji Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau i:icn
yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan .. g

burung walet.
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Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
Pasal 45
(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nila: . aal

Sarang Burung Walet.
(2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada a' . (1) '

dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum : = 11g
burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang l...: 11g
walet.
Pasal 46
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sc¢ th
persen).
Pasal 47
(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihiiiing
dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud ¢:iam

pasal 45 ayat (1).
(2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di daerah teripat
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesepuluh
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 48

(1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkot: ... 1 di
pungut Pajak atas Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, di' = -ai
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kcoaali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkeburan,
perhutanan dan pertambangan.

(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan i ich
Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dai., ::cu
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan . ug
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanai lan
pertambangan.

(3) Termasuk dalam pengertian’ bangunan adalah:

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks Ban: . 1un
seperti Hotel, Pabrik dan emplasemennnya yang meru ::ian
suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;

b. Jalan tol;

c. Kolam renang;

d. Pagar mewah;

e. Tempat olah raga;

f.  Galangan kapal, dermaga;

g. Taman mewabh;

h. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas ' ina
minyak; dan

i.  Menara.

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangu ian
Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang ;

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah : uk
penyelenggaraan Pemerintahan,;




(1)

(1)

(2)

(5)

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan um:: . i
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebuc n
nasional, yang tidak dimaksud untuk memperoleh keunturn

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau t«.::ch

sejenis dengan itu;
d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan w ta,

taman nasional, tanah penggembalaan dan dikuasai oleh L
dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan ko: - lat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f.  Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga interna:.i il

yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 49

Setiap orang pribadi dan badan yang memiliki, menguasai - u
memperoleh manfaat atas dan/atau bangunan wajib mendaf: ‘n
objek pajaknya tersebut ke Badan Pendapatan Pengelola Keu . :n
dan Aset Daerah.

Dalam hal orang pribadi dan badan yang memiliki, menguasa.  -u
memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan sebageai:::. .1 .a
dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objeck pajaknya make @

dilakukan pendaftaran oleh instansi yang berwenang.

Pasal 50
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ad:iich
orang pribadi atau badan yang secara nyata dapat mempunyai siiitu
hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan «:i:ich

orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu ek
atas Bumi dan/atau manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 51
Dalam hal atas suatu Objek Pajak belum jelas diketahui wijb

pajaknya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapl:.en
subjek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) schiagai
wajib pajak.

Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayu

)

¥
dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati «@iau
Pejabat yang ditunjuk bahwa Subjek pajak tersebut bukan W..jb
Pajak terhadap objek pajak dimaksud.

Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagai:: ra
dimaksud dalam ayat (2) disetujui, maka bupati atau Pejabat y.r.g
ditunjuk dapat membatalkan penetapan sebagai Wajib ek
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu 1 . 1)
bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupat. - ~u
Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Keputusan Pen:. . n
dengan disertai alasan-alasannya.

Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diteriin:.:va
keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bupati  .u
Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka keter n

yang diajukan itu dianggap disetujui.



Paragraf 2
Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajak,
Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif
Pasal 52

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sclisar
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(1)

(2)

Pasal 53

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah NJOP.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditet ' n
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu . at
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahn: .

Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ay ' (2)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yan: lai
Jual Objek Pajaknya sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu i i ar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yan: . i
Jual Objek Pajaknya antara 1.000.000.001,- (satu milyar satu 1::.. 1)
sampai dengan 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ditet..; i .cn

sebesar 0,15 % (nol koma satu lima persen).
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Nilai

Jual Objek Pajaknya antara 3.000.000.001,- (tiga milyar satu ruij 1)
sampai dengan 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ditet . :n
sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yan: "'ilai
Jual Objek Pajaknya diatas 7.000.000.000,- (tujuh milyar 1. . 1)
ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perl:: @ n
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagai ia
dimaksud dalam Pasal 54 dengan dasar pengenaan Kk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) setelah dik: ey
Nilai Objek Pajak tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud c.am

Pasal 52.

Tempat pajak yang terutang adalah wilayah daerah yang mcliputi
letak objek pajak.

Tata eara penghitungan Pajak Bumi Bangunan yang ter:iung
dihitung secara progresif sesuai tarif masing-masing NJOP.

Bagian Kesebelas
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 56

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguian
dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangun:u:.
Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ad. :h
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemindahan hak, karena,




1) Jual beli;
2) Tukar menukar;

3} - Hibah:
4) Hibah wasiat;
S) Waris;

6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8) Penunjukan pembeli dalam lelang;

9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuiii:n
hukum tetap;

10) Penggabungan usaha;
11) Peleburan usaha;
12) Pemekaran usaha; atau
13) Hadiah.
b. Pemberian hak baru, karena;
1) Kelanjutan pelepasan hak; atau
2) Diluar pelepasan hak

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Hak milik;

b. Hak guna usaha;

c. Hak guna bangunan,

d. Hak pakai;

e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan

f. Hak pengelolaan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tan: &n

/ atau Bangunan adalah Pajak yang diperoleh:

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perl.:.. «n
timbal balik;

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau vk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditet .. :n
dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat i:lik
menjalankan usaha atau tidak melakukan kegiatan lain il iar
fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut:

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau ! . 1a
perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan namn:

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan

Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepeni:i i n
ibadah.

. Pasal 57

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan «:icich

orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas ‘Tanch

dan/atau Bangunan.

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan : . :h

orang Pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas @ :h

dan/atau Bangunan.




Paragraf 21
Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajak,
Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif
Pasal 58

Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ban i n

adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ay:i 1),

dalam hal :

Jual beli adalah harga transaksi

Tukar menukar adalah nilai pasar

Hibah adalah nilai pasar

Hibah wasiat adalah nilai pasar

Waris adalah nilai pasar

Pemasukan dalam perseroan atau hukum lain adalal: Iu

pasar

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalal. i
pasar

h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim ving
mempunyai kekuatan hukum tatap adalah nilai pasar.

1. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan  ari

pelepasan hak adalah nilai pasar.

Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak ad:izh

nilai pasar

Penggabungan usaha adalah nilai pasar

Peleburan usaha adalah nilai pasar

Pemekaran usaha adalah pasar

Hadiah adalah nilai pasar, dan/atau

Penunjuk pembeli dalam lelang adalah harga transaksi v ..ng

tercantum dalam rislah lelang

Jika Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pad: = at

(2) huruf “a“ sampai dengan huruf “n” tidak diketahui atau i.inh

rendah pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak iZuiri

dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan

yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dim:.i::

pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, .1

pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keter:i:

NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sega:m.ra

dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.

Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagai:i.ra

dimaksud pada Ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan !":jek

atau instansi yang berwenang di Kabupaten Padang Lawas.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak ditet::;: «n

sebesar Rp.60.000.000,00 ( Enam Puluh juta Rupiah ) untuk - «p

Wajib Pajak.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak i Lk

S0 Q00 oW
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perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang di terima orong
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam ¢ ris
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke l..«h
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetii; &n

sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

Pengenaan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagain ra
dimaksud pada ayat (7) dan (8) hanya diberikan 1 (satu) kali kcpiica
setiap wajib pajak dalam satu tahun kalender.



(4)

1) Jual belj;

2) Tukar menukar,

3) Hibah;

4) Hibah wasiat;

S) Waris;

6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain,;

7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,;

8) Penunjukan pembeli dalam lelang; '

9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuiiiien
hukum tetap;

10) Penggabungan usaha;

11) Peleburan usaha,;

12) Pemekaran usaha; atau

13) Hadiah.

b. Pemberian hak baru, karena;
1)  Kelanjutan pelepasan hak; atau
2) Diluar pelepasan hak

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Hak milik;

b. Hak guna usaha;

c. Hak guna bangunan;

d. Hak pakai,

e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan

fa Hak pengelolaan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tan: el

/ atau Bangunan adalah Pajak yang diperoleh:

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perl.... ¢ n
timbal balik;

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau K
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. . Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditet .. «.n

. dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat i ick

menjalankan usaha atau tidak melakukan kegiatan lain il ar
fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau I .. 1:a

perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nai:
e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan

f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepeniiiin
ibadah.
. Pasal 57
Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adeaich
orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Taiich
dan/atau Bangunan.
Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan : . :h
orang Pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas @ ::h

dan/atau Bangunan.




Paragraf 21
Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajak,
Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif
Pasal 58

Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ban: :n

adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ay«i i1),

dalam hal :

Jual beli adalah harga transaksi

Tukar menukar adalah nilai pasar

Hibah adalah nilai pasar

Hibah wasiat adalah nilai pasar

Waris adalah nilai pasar

Pemasukan dalam perseroan atau hukum lain adalal: ' |u

pasar

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalal. .lu
pasar

h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim ving
mempunyai kekuatan hukum tatap adalah nilai pasar.

1. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan @ ari
pelepasan hak adalah nilai pasar.

j.  Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah
nilai pasar

k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar

1. Peleburan usaha adalah nilai pasar

m. Pemekaran usaha adalah pasar

n. Hadiah adalah nilai pasar, dan/atau

000 o

o. Penunjuk pembeli dalam lelang adalah harga transaksi v g -
tercantum dalam rislah lelang

Jika Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pad: t

(2) huruf “a“ sampai dengan huruf “n” tidak diketahui atau i=Hih

rendah pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak [3urai
dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengcnaan
yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dim: ! td
pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, "./CP
pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keter::: @n
NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sega:. 1 a
dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.

Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagai.:. .ia

dimaksnd pada Ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan !¢k
atau instansi yang berwenang di Kabupaten Padang Lawas.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak ditet::;: «n
sebesar Rp.60.000.000,00 ( Enam Puluh juta Rupiah ) untuk . :p
Wajib Pajak.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak i vk
perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang di terima oriinig
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam ¢ ris
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke 1. «h
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetii; &n

sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

Pengenaan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagain ra
dimaksud pada ayat (7) dan (8) hanya diberikan 1 (satu) kali kcpiica
setiap wajib pajak dalam satu tahun kalender.
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Pasal 59
Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sci - sar
5% (Lima Persen)
Pasal 60
(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunar ' .i.g
terutang dihitung dengan cara mengalikan . tarif sebagaiiii ra
dimaksud dalam pasal 59 dengan dasar pengenaan k

sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) setelah diki.. 7
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebaga @ :a
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) atau ayat (8).

(2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dim @ ud

dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n ek
diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan < un
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terji ! .a
perolehan, maka besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanai:  i:n
Bangunan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan (. uif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan NJOP Pajak . .rii
dan Bangunan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak ek
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal S8 ayat (7) ata it
(8).

(3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah .dan Bangunan yang teru:irg
dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau Ban: ' .n
berada.

Paragraph 3
Saat Terutang Pajak dan Pelaporan Objek Pajak

Pasal 61
(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ..rg
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagainiuira

dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolchan

Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal

58 ayat (7) atau ayat (8).

(2) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/:au

Bangunan ditetapkan untuk:

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta; _ '

b. Tukar menukar adalah sejak  tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

c. Waris adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 2k y;

d. Hibah  wasiat adalah  sejak  tanggal dibuat an
ditandatanganinya akta; [

e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarian
peralihan haknya ke kantor pertanahan;

f.  Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya ad:.ich
sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta,; u‘

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah ..k
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta,

h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilarn
mempunyai kekuatan hukum tetap;

gQ

i. Pemberian hak bangunan atas tanah sebagai kelanjuta:: :ri
pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya ..t
keputusan pemberian hak;

j. Pemberian hak bangunan diluar pelepasan hak adalah Bl

tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;




T R T T T

(1)

(2)

k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandanganinya akta;

1.  Peleburan wusaha adalah sejak tanggal dibuat an

ditandatanganinya akta;

m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat <an
ditandatanganinya usaha,;

n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta; dan ’

0. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolci.cn

hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragrap 4
Ketentuan Bagi Pejabat

Pasal 62
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandat: . 11
akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah = 1 b
Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara ‘.. na
dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas 'i:. «h
dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan [ kti
pembayaran pajak berupa SSPD.
Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat mela: «n
pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Ha. ..s
Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran ek
berupa SSPD.

Pasal 63
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor . :i.g
membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan  ca
atau risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangi.i:en
kepada daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) h:iiin

berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi p - it
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pera iion
Bupati.

Pasal 64

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor
membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketc::
sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) dan ay«t |
dikenakan sanksi administratif berupa denda sehes
Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk i
pelanggaran.

Pejabat pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor \:.ng
membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentiien
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dikenakan sariksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o 8N om




V

BAB II1
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Pertama
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Tahun Pajak |
Pasal 65 |
Masa pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Puiak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam: -lan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung
Walet adalah 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 66
(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut
keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.

Pasal 67

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jcias,
benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kopiica
Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak i jck
Pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja scicich
diterimanya SPOP oleh subjek Pajak.

Pajak 68
(1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat menerbitkan SPPT.
(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai beriku.:.

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) 'k
disampaikan dan setelah Wajib pajak ditegur tertulis oleh ' .« = ti
atau Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran:

b. Berdasarkan hasil pemerikasaan atau keterangan lain tern.a
jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak  1:g

dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib I

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

Pasal 69 3

(1) Untuk - mengetahui jumlah potensi pajak daerah, instansi . g ‘

berwenang melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah ijck

Pajak dan Wajib Pajak.
(2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud ;:cla

ayat (1)_diatas diawali dengan pengisian formulir pendaftara:. ien

formulir pendataan secara benar dan jelas dan dikembalikan k: i ca

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Do,

selanjutnya dicatat dalam daftar Induk Wajib Pajak berdas.ii.cn

nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWD <lun

dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.
(3) Berdasarkan formulir pendaftaran, Badan Pendapatan, Per . ia

Keuangan dan Asset Daerah menerbitkan NPWPD kepada . b

Pajak dan dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak sesuai dciien

jenis objek pajak.

Pasal 70
(1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali pajak yang telah memiliki NPWPD wjib
mengisi formulir pendataan dengan lengkap dan benar serta di«i.wda




tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan k= . ca
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
(2) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dim: .. td

pada ayat (4) dihimpun dan dicatat dalam daftar Wajib Pajak calun
bentuk kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijacian

sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak terutang - -u
sebagai dasar pemeriksaan SPtPD yang dilaporkan oleh Wajib I .
(3) Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendataan dan penda’ . cn

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan Pajak

Pasal 71
(1) Berdasarkan hasil pendapatan, sebagimana dimaksud dalam @ 1l
! 70, Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan . -t
i Daerah menerbitkan SKPD sebagai dasar pemungutan pajak . :.g
terutang.
(2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupatli m: .. .0

Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Buriun
Perdesaan dan Perkotaan.

(3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD sebagann:ra
dumaksud pada ayat (1) meliputi Pajak Air Tanah dan i+ ::k
Reklame.

(4) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkot-an
membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT dan SKPD
sebagaimana dimaksud pasal 67 dan pasal 68.

Pasal 72
(1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dib:var
sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajaka!:.
(2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah !¢k
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, i’k

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak S:: g
Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(3) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetiplan
sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan d:i. -r

| sendiri’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar
| terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

| (5) Khusus BPHTB, pembayar pajak dilakukan dengan mengguiiiin
; SSPD.

(6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan i«!us,

benar dan lengkap dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak «cria

disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk schooai
bahan untuk penelitian.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara peng 1,
pembayaran dan penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pac. it
(7) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 73
(1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB lebih lanjut ditet.: ' .n
dengan Peraturan Bupati. '
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput,
a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas ' :':ch
dan/atau Bangunan;
b. Prosedur pembayaran BPHTB;




c. Prosedur penelitian SSPD;
d. Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas "Iah

dan/atau Bangunan,;
e. Prosedur pelaporan BPHTB
f. Prosedur penagihan;dan
g. Prosedur pengurangan '
Pasal 74
(1) Untuk jenis pajak daerah yang dibayar sendiri dengan mengguii..!:c n
SPTPD, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah - 1t |
terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk . (
menerbitkan: ‘
a. SKPDKB dalam hal :
1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranga:: = i1,
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2) Jika SPTPD tidak disampaikan jangka waktu tertent:.: lin
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan la
waktunya sebagaimana ditentukan;
3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajal . mg
terutang dihitung secara jabatan.
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru/atau data yang ¢ :la
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlal ik
yang terutang.
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya ¢« n
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidai i la
kredit pajak.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam S!.- B
sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan a0 1 2)
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%  {aa
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terl:.. fat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua Puluh empat; ::.:lan

dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenak: jika
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tind:kan
pemeriksaan.

(4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana din:«l sud
pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi admin:=i atif

berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ;«kok
pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlarnbat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) b ilan

dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 75

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersa::i:iizan,
SPPT, SSPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksuc :i::lam
Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisiain can
penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. 2T,
SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud i .lam
Pasal 71 dan pasal 72 dengan Peraturan Bupati.




Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan Pajak
Pasal 76
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kakurangan pembayairan
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa huiiga
dan/atau denda

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagai::: na
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah d. . an
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) =ct.ap
bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak it
terutangnya pajak.

(8) SKPD/SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 1 ;o
pembayaran dikenakan sanksi adminitratif berupa bunga sebi: 2

% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB IV

‘ PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

| Bagian Kesatu

| Tata Cara Pembayaran

| Pasal 77

| (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran N
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh! 1
kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 )
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

(2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain y:.ng

ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukar dalam P
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.

(3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditu:. g,
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selaiii.i.-

; lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan ich
‘ Bupati.

(4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang ter......g
dengan menggunakan SSPD ke Kas Daerah melalui toioot
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan {.: ot

pembayaran pajak oleh Bupati.

Pasal 78
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memherikan persetiiji:an
kepada Wajib Pajak untuk menunda dan mengangsur poak
terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persye: ian

yang ditentukan.

(3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ay:i (2)
dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenalan
bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan untuk paling lam: 15
(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak dari jumlah pijak
yang belum atau kurang bayar.

(4) Persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran scrta
tata cara pembayaran penundaan dan angsuran sebagaim:na

dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraitiran
Bupati.




Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 79
(1) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Kepu: : n
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Bai i1,
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berta::.i : 1h

merupakan dasar penagihan pajak.

(2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang s:«icas
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak [0,
dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran

atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib P’njak
harus melunasi pajak yang terutang.
1 (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang s s
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkain «.ch
! pejabat.
; Pasal 80
| (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak diliii:nsi

dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegiiran
atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar capat
ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 {(cua
puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Pering:iian
atau surat lain yang sejenis.

Pasal 81
(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita pajak dengan pern:. ... «n
dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
(2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada a' ' (1)

dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangya mconiiat
hari dan tanggal pemebritahuan Surat Paksa, nama juru sita juiiaic,
nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paks:

(3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Ju: ia

Pajak kepada:
a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha at.i. 1
tempat lain yang memungkinkan;

b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupur . g
bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penan: . 1.g
Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;

c. Sadah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau v.ing
mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak !«ich
meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau

d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dun:: " n
harta warisan telah dibagi.

(4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita I’k
kepada:

a. Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik dit: 1t
kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal n La
maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau

b. Pegawai tingkat pimpinan di tempat usaha badan - g
bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menj.::: nai
salah seorang sebagaimana pada huruf a.

(5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberita! =+ ¢ n

kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, dan «i::am




hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat i sa

diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani w1k
melakukan pemberesan, atau likuidator.

(6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan t
kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpaj.::: 11,
Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kui:sa
dimaksud. .

(7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ;. ca
ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat . :.a

disampaikan melalui Kelurahan atau Pemerintahan Desa seter.

(8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak dikct: i
tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat keduduk:: i
penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan a
mengumumkan melalui media massa.

Pasal 82
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak mei . isi
dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberit: n
surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera Surat Pc: o h
melaksanakan penyitaan.

yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudiik:n,
k

atau di tempat lain yang pengusahaannya berada di tangan il
g

lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

dapat berupa:

a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan
deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, a'au
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, sai:r1,
atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal
pada perusahaan lain; dan atau

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal
dengan isi kotor tertentu.

(3) Atas barang yang disita dapat distempel atau disegel.
(4) Tata cara penyitaan dan bentuk setempel atau segel ditetaplien
melalui Peraturan Bupati.

(2) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah b..ir.g

-Pasal 83
(1) Apabila hutang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilii1 asi
setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksa::::.:c.n
penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, mu;un
menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita ik
pelundsan hutang pajak dan atau biaya penagihan pajak dimal: s .
(2) Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelang i«n
dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat ! s)

hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(3) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam aya: [2),
dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (.1 pat
belas) hari terhitung sejak penyitaan.

(4) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup vik
melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak, a
pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihai; .. ing
hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada penanggung | jak
paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.

(5) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum mc1 - si
jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari - juk
tanggal pelaksaan surat perintah melaksanakan penyitaan, [’ . Fat




yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan ta:iigzal
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

(6) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jan:. ..an
tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dc:can
segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 84
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak daerah i ' r
dengan Peraturan Bupati.
BAB V

PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAL
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 85

(1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupat:
Pejabat yang ditunjuk dapat:

a. Membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau ‘D)

SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya ter:ioat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan,:. au
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraiiiian
perundang-undangan perpajakan daerah;

b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif I+ .+ . a
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang mc:: it
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalai n:al
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak @ au

bukan karena kesalahannya;
c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tat: a
yang ditentukan; dan ;

e. Mengurangkan  ketetapan pajak terutang berdas::: un
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau k: .. .13l
tertentu objek pajak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembat.i-un,
pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau penguriiian

sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <iur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING
- Pasal 86
| (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupat:

atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:

a. SKPD;

b. SKPDKB,;

c. SKPDKBT:

d. SKPDLB;

e. SKPDN; dan

f.  Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarka::
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daci::h.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dcian
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama = = 3)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemurn:  ¢n
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak .. »at

F




menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi k:rcna
keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah memis . er
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ticdak
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbanghkin.

(6) Tanda Penerimaan surat keberatan yang di berikan oleh Bupati «:au
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan

rmelalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat
keberatan.
Pasal 87

(1) Bupati dan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, 5. ck
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusar :ics
keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menr:: ra
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah bes.: 1a
pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) i iah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan . .1'g

diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 88
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya k¢pica
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatanny: g
ditetapkan oleh Bupati.
| (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dic. ' n
2 secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang -« ias
| dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan ditcriima,
dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kew:iihen
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak ... ¢al

penerbitan putusan banding.

Pasal 89
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikal:/l'n
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran = juk
1 dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% i iua
f persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bula:..
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihituny 1k
bularr pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan se!.  n,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebes: %o
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan kepuiii:isan
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sch um
mengajukan keberatan.
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, - . }si
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh pen)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. .

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebavian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sclosar
100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Pu:osan
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibiyar
sebelum mengajukan keberatan.




i BAB VII
i PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 90
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat menga: '\ 12
permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat ng

ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kuran:
1 a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

? b. Masa Pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterin:::: va
permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran Proak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membciiian
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) i«¢lah

f dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputiisin,
j permohonan pengembalian pembayaran pajak atau retrii ;i
| dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jan: ka

waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lanvsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang .iak
tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimak: ud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (d:.1a)

bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

|
; (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan scic ah
! lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran keleliil . an
pembayaran pajak.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaii..: ra
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
a BAB VIII
, KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 91
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedalu. a
setelah melampaui waktu S (lima) tahun terhitung sejak - at
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan i ¢ k
pidana di bidang perpajakan daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada « (1)
tertangguh apabila:
a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik lan: g
maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai . 1:a
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di;. ' 1.g

sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dim:l:;ud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadar:nna

menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melun:, rra
kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dim ! .ud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permol i i:.n




angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan kebe 11
oleh Wajib Pajak.

Pasal 92
(1) Piutang Pajak yang tidak mengkin ditagih lagi karena hak . uk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedalu . <a
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwiisa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 93
(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling .. it
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun 1)
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tat.. - a

pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada a- (')
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melal. @ :n
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kew. ian
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraiian

perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain virg
berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat :cu

ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan gvira
kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak /i tur
dengan Peratuan Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 95
(I) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat <iiheri
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapicen
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagai:. aia
dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-und:.in
yang berlaku.
BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 96
(1) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dapat dil: N
penghargaan atas kepatuhan dan ketaatan dalam pemb:: . n
pajak.
(2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan 1.l .luai

Keputusan Bupati.




(4)

BAB XII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 97
Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain scpila
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh ‘v ib

Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalanhan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ii:0a
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk mem:i . 12
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-und 1

perpajakan daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada av:.: (1)

dan ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau. 31
ahli dalam sidang pengadilan,;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh i+ ti
untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga 1 va
atau instansi pemerintah yang berwenang mecla: ¢ B
pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin t- = ilis

kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan .1 ya

ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar membciiian
keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang ‘' :jb

Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam p- :a

pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan liu.. 1m

Acara Pidana, dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat mac:iiocri

izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ay: [ ),

dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), . ik

memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan kete: N

Wajib Pajak yang ada padanya.

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) .. s

menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keteranga: = 1g

diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdat: —iag

bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 98

Pejabat_Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemc:::i.iih

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melali<an

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejotat

pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daeral \aag

diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentian
peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada!..:..

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketei::gan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dilicang
perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tc: - [ut
menjadi lebih lengkap dan jelas;
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b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mericial

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan \:ing
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajilan
daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi :: au

badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daer::i:;
d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkencan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan [» kti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakuien
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan i s
penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang sescor g
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerni - ¢n
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, bc: .3,
dan/atau dokumen yang dibawa,;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pid:na
perpajakan daerah;

i.  Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dij: sa

sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelar. un
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah - uai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitalii: ain
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidik::: . nva
kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Rc;:: lik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Ui @.g-

Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 99
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPi. = 1.u

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak mengem! . <an ;
SPTPD kepada Badan Pengelola Pajak Daerah dikenakan denda da:i: tau |
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ' ang |
berlaku. ‘
|
Pasal 100
Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 adalah berupa ¢ nda !
sebesar 2% (dua persen) dari besarnya pokok pajak yang belum «:. var

dan atau dilaporkan oleh wajib pajak.

Pasal 101 !
Dende} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 mert:; . kan
penerimaan negara/daerah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih tcri:ng
berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis pajak sebagf i.z-. cna
dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan i ah




yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu S (lirn)
tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, "Peraturan I - :h
Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak 1. h

(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2011 Nomo: 1))
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 104
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund:iii:an
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Duciah

Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan

Pada tanggal [l Desewbec (119
BUPATI PADANG LAWAS,
l
|

i

.
ALI SUTAN HARAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 1l Desemlbbe~ 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

ARPAN, NST.

MBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2019 NCihi IR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,
PROVINSI SUMATERA UTARA: (11/207/2019 )




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PAJAK DAERAH

[. UMUM
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daera: n
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurn -.:(9
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor
i 5049) didalamnya terdapat 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah. | 1k

merupakan jenis pajak lama maupun jenis baru, yaitu Pajak ‘i .cl,
; Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pener ' :n
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, i’ ¢k
ﬂ Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak i
Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dengan dilakukannya perluasan terhadap beberapa Objek Paje
penambahan jenis Pajak sehingga diharapkan dapat men:::
sumber Pendapatan Asli Daerah yang bermuara pada pening!l: i
kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, serta memb:: '
keleluasaan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi
daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan kep
bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya dihar..- ...
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meni: 1l
kewajiban perpajakannya.
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
_Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
' Pasal 12 "

Cukup Jelas.
| Pasal 13
J Cukup Jelas.




Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Ayat (1) dan (2) cukup jelas
Ayat (3)
Dalam hal penyelenggaraan reklame dilakukan sendir . u
nilai kontrak tidak dapat diketahui, Nilai Sewa R« €
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung d ¢« «n
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, ! i isi
penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, ji.:....- h
dan ukuran media reklame.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas.
Pasal 26

Cukup Jelas.
Pasal 27

Cukup Jelas.
Pasal 28

Cukup Jelas.
Pasal 29

Ayat (1)

Subjek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 1 1.g
pribadi atau badan hukum yang langsung mengambil m: - 11l

- bukan logam dan batuan atau dapat juga dikenakan k. ;. .c.a
pihak yang memanfaatkan Mineral Bukan Logan: . n
Batuan.

Ayat (2) .
Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan orang pril adi
atau badan hukum yang langsung mengambil mineral ii.«n
logam dan batuan atau dapat juga dikenakan kepada pilick
yang memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas..




Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup Jelas. .
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Pemberian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sciicicr
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hanya diberikan 1
(satu) objek pajak dalam setiap Wajib Pajak.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Ayat (4)
Pengenaan tarif dengan perhitungan secara progresif adiah
dengan menghitung pajak terhutang berdasarkan husil
perkalian NJOP dengan tarif pertama (0,1%), sedangka: -.sa
NJOP dengan tarif kedua (0,15%) dan seterusnya.

Pasal 55
Cukup Jelas.
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Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59

Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64

Cukup Jelas.
Pasal 65 '

Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.
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Pasal 84
Cukup Jelas.
Pasal 85
Cukup Jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup Jelas.
Pasal 88
Cukup Jelas.
Pasal 89
Cukup Jelas.
Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.
Pasal 96
Cukup Jelas.
Pasal 97
Cukup Jelas.
Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 99
Cukup Jelas.
Pasal 100
Cukup Jelas.
Pasal 101
Cukup Jelas.
Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas.
Pasal 104

- Cukup Jelas.
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